
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Buku- Buku  
 
Agung Nugroho, Suryo Dwianto 2009, Cara Mudah Menghitung Pajak 

Pribadi, Raih Asa Sukses, Jakarta 
Amanat, Anisitus, 2003, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum 

Perdata BW, Raja Grafindo Permai, Jakarta 
Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metodologi Penelitian 

Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 
Anshary, H.M., 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah 

Krusial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta 
Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, Sistem Penemuan Hukum dalam 

Masyarakat Prismatik, Sinar Grafika, Jakarta 
Basuki, Sulistyo, 2006, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta 
Gunadi, 2002, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta 
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia Publishing, Malang 
Irmawan, Hadi, 2003, Pengantar Perpajakan, Bayu Media Publishing, 

Malang 
Judisseno, Rimsky K.,1997, Perpajakan Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta 
Mardiasmo, 2003, Perpajakan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta 
Mardiasmo, 2018, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi, 

Yogyakarta 
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana 

Prenadamedia Group, Jakarta 
Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta 
Mertokusumo, Sudikno, 2007, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, 

Liberty, Yogyakarta 
Mertokusumo, Sudikno, 2010, Penemuan Hukum, Penerbit Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 
Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004, Pajak Penghasilan Edisi 

Revisi: Petujuk Umum Pemajakan Bulanan dan tahunan berdasarkan 
UU Terbaru, Gramedia, Jakarta 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 
 

 

Muljono, Djoko, 2010, Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun 
Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta 

Oka Setiawan, I Ketut, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar 
Grafika, Jakarta 

Pandiangan, Roristua, 2015, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta 
Projodikoro, Wirjono R.,1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: 

Sumur Bandung 
Pudyatmoko, Sri, 2005, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang 

Pajak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
Pudyatmoko, Y.Sri, 2009, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Andi, 

Yogyakarta 
R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 
Rifai, Ahmad, 2008, Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta 
Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar 

Perpajakan 1 Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung 
Soekanto, Soerjono, 2009, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, 

Remaja dan Anak, Rineka Cipta, Jakarta 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 
Suandy, Erly, 2017, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta 
Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2013, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, 

Citra Aditya Bakti, Bandung 
Sumiarni, Endang, 2005, Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan 

(Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin), Wonderful 
Publishing Company, Yogyakarta 

Sumyar, 2004, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Andi Offset, 
Yogyakarta 

Sunggono, Bambang 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta 

Suparman, Eman 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, 
Adat, BW, Refika Aditama, Bandung 

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 
Bandung  

Sutioso, Bambang, 2006, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta 
Widyaningsih, Aristanti, 2017, Hukum Pajak dan Perpajakan dengan 

pendekatan Mind Map, Alfabeta, Bandung 
 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 
 

 

Peraturan Perudang-Undangan 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembara Negara Nomor 4893); 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum Dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4953); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/ PMK.03/ 2008 tentang Badan-
badan dan Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil 
yang menerima Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang tidak termasuk 
sebagai Objek Kena Pajak; 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 19/PJ/2014 Tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 
beserta Petunjuk Pengisiannya. 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59883/PP/M.IA/14/2015; 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/B/PK/PJK/2017; 

Karya Ilmiah dan Internet 
 
Susi Diah Anggasari, Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib 

Pajak Wanita Kawin, Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Bisnis & 
Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2010 
hlm. 138-147, Volume 17 Nomor 2 ISSN 0854-3844, hlm 140. 

Adi Winarno, Mahasiswa Program Studi Hubungan Sesama Anggota 
Masyarakat Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Penyimpangan atas 
ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 
Hibah antara Suami Istri (Analisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara Nomor 199/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut), 2010. 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 
 

 

Rudeva Juniawaty, Wanita Kawin Memilih Terpisah (MT) dalam Status 
Perpajakan di Indonesia, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS, 
Universitas Indraprasta PGRI, SOSIO-E-KONS, Vol.9 No.2 Agustus 
2017 

Yulia Nanda, Tobi Arfan, Meliza Putriyanti Zifi, 2017, “Tax Planning pada 
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami 
Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing” Jurnal Akuntansi 
Keuangan dan Bisnis Vol. 10, No.2 November 2017, Politeknik Caltex 
Riau. 

Andi Condro Bawono dan Dian Kusumasari, “Kapan dan Bagaimana Hakim 
Melakukan Penemuan Hukum”, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa8449485b/kapan-
dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum  

Ilman Hadi, “Cara Penyelesaian Sengketa Pajak”,  
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2072/cara-penyelesaian-
sengketa-pajak 

Zaini, Zulfi Diane, Juli 2011, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan 
Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Pranata Hukum 
Volume 6 Nomor 2, hlm. 129.  

Johannes Aritonang, “Pentingkah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
Pajak dalam Upaya Penagihan Pajak”, 
https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-
pajak/12535-pentingkah-pembahasan-akhir-hasil-pemeriksaan-pajak-
dalam-upaya-penagihan-pajak 

Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali, 
http://www.pajak.go.id/content/25746-Proses-Penyelesaian-
Peninjauan-Kembali 

Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding) 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-
oleh-hakim-rechtvinding.html 

Hukum Pajak Materiil dan Formil, https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-
pajak/12494-hukum-pajak-materil-dan-formil 

Tri Jata Ayu Pramesti, Prosedur Hibah Tanah dan Bangunan Kepada 
Keluarga, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e582b1ad14c/prosedu
r-hibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga/ 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 
 

 

NPWP bagi Wanita Kawin, http://www.pajak.go.id/content/1212-npwp-
bagi-wanita-kawin 

Wanita Kawin yang Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri, 
http://www.pajak.go.id/content/1247-wanita-kawin-yang-
menjalankan-kewajiban-perpajakannya-sendiri 

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D., Perempuan dan Hukum di 
Indonesia, https://mubaadalahnews.com/2019/01/perempuan-dan-
hukum-di-indonesia/ 

Dadang Sukandar S.H., Agar Anda Tak Kehilangan Tanah Akibat menikah 
dengan 
WNA,https://properti.kompas.com/read/2016/09/05/180300821/agar.a
nda.tak.kehilangan.tanah.akibat.menikahi.wna,  

Status Properti Milik WNI yang Menikah dengan WNA, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c4b319f276c/status-
properti-milik-wni-yang-menikah-dengan-wna/ 

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52690eee8c74f/syarat-
dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia/ 

Presentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Daerah Tempat Tinggal dan 
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 
https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-
tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-
kepala-rumah-tangga-2009-2017.html 

Penyidik Pajak Akan Dapat Izin Akses data Nasabah dalam 14 Hari’, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c742689043b/penyidik
-pajak-akan-dapat-izin-akses-data-nasabah-perbankan-dalam-14-hari,  

Memahami                         Konsep              Tie              Breaker          Rule, 
https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-tie-breaker-rule-15467 

Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/l
ex-spesialis-dan-lex-genralis 

Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan 
Perundang-Undangan, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1e71d674972/
kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-
perundang-undangan 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 
 

 

Metode Pemeriksaan PPh Orang Pribadi, diakses dari 
https://www.taxnesia.com/2016/06/05/biaya-hidup-dan-metode-
pemeriksaan-pph-orang-pribadi/ 

Pendekatan Perhitungan Biaya Hidup dan Pertambahan Kekayaan Bersih : 
dan Pertambahan Kekayaan Bersih: Pengujian Penghasilan Bruto atau 
Penghasilan Neto ?’ ditulis oleh Suwadi, diakses dari  
https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-
pajak/19656-pendekatan-penghitungan-biaya-hidup-dan-
pertambahan-kekayaan-bersih-pengujian-penghasilan-bruto-atau-
penghasilan-neto  pada tanggal 17 Juli 2019. 

 
 
a. Lainnya  

Forum Studi Keuangan Negara, 2007, Esai Keuangan Negara : Multi 
Perspektif Pemikiran, Diandra Kreatif, Yogyakarta. 

Modul Pajak: Dasar-Dasar Perpajakan, Safri Nurmantu dan Mas Rasmini. 
Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan, 2015, Ikatan Akutansi 

NPIndonesia (IAI). 
Modul Pajak, 2013, Adrianto Dwi Nugroho. 
Handout Short Course Perpajakan Brevet A dan B, 2018, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 
Materi Perkuliahan yang berjudul ‘Grey area dalam perpajakan di 

Indonesia’ oleh Bambang Kesit pada tahun 2015, Program Studi 
Akuntansi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Leaflet Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali, yang dikeluarkan 
oleh Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, tahun 
penerbitan leaflet 2013, Nomor : PJ.091KUP/L/001/2013-01. 

H. Yodi Martono Wahyunadi, Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pajak, 
diakses dari https://ptun-jakarta.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretasi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung
Nomor 369/B/PK/PJK/2017)
TRIWIDYA SISKA S, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


